HIBAH - BANTUAN SOSIAL — TATA CARA - PENGANGGARAN - PELAKSANAAN
2018
PERBUP NO. 2, BD. 2018. NO. 2 LL. KAB. PEMALANG : 75 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN
PEMALANG.

ABSTRAK : - Dberdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Permendagri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun
1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33
Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU
No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun
1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 10
Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 54 Tahun 2010;
Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun
2011; Perda No. 13 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial dengan sistematis sebagai berikut 1.
Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Hibah, 4. Bantuan Sosial,
5. Monitoring dan Evaluasi, 6. Sanksi Administrasi, 7. Ketentuan
Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2
Januari 2018
- Terdiri atas 53 pasal.
- Lampiran 51 halaman



